BUPATI SIMALUNGUN
PROVINST SUMATIERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BIMALUNGUN
NOMOR : 188.45/icyn/4.4.1/202]

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1| GUNUNCG MALIGAE

Membaca

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

BUPATI SIMALUNGUN,

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  Nomor
420/1299/4.4.4/ 2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Pendirian Unit
Sckolah Baru SMP Negeri 1 Gunung Maligas;

. A,

bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar  Pendidikan  Daear 9
(sembilan) tahun dipandang perlu memperluas akuses pendidikan
dengan menambah Sckolah Mcenengah Pertama Negeri di Kecarnatan
Gunung Maligas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Mcnengah, mencgaskan bahwa Bupati atau pejabat yang
ditunjuk olch Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pendirian
Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan Bupati Simalungun
tentang Izin Operasional Sckolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung
Maligas Kecamatan Gunung Maligas;

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016
tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2117);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Tcknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sckolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
147);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2021 Nomor 477) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 485);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GUNUNG MALIGAS
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS.

Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Gunung Maligas Kecamatan Gunung Maligas.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Maligas berlokasi pada
Eks. SDN. 098016 Gunung Maligas Kecamatan Gunung Maligas.

Sckolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Maligas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh Kepala Sekolah dan
dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di Pamatang Raya
pada tanggal
QAT
,mlmawmun,
- F 4 N

OB HASIHOLAN SINAGA

. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;

Gubenur Provinsi Sumatera Utara di Medan:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utarn di Medan:

. Ketua DPRD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya;
Koordinator Wilayah Kecamatan Gunung Maligas;

- Sckolah yang bersangkutan untuk dilaksannkan dengan penuh tanggung jowab.
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